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Abstrak
 

Penelitian ini membahas mengenai perilaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT) di Karawang, yang telah

melanggar serta mengabaikan peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah dan kode etik pejabat pembuat

akta tanah. Berdasarkan hal tersebut dilakukan penelitian mengenai akibat hukum dari perbuatan pejabat

pembuat akta tanah (PPAT) yang membuat akta jual beli palsu dan pertanggungjawaban pejabat pembuat

akta tanah (PPAT) atas pelanggaran peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah dan kode etik pejabat

pembuat akta tanah dalam hal akta jual beli yang batal demi hukum dalam putusan Pengadilan Negeri

Karawang Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN.KWG. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan

perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun analisis data sekunder, dilakukan secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah akibat hukum dari akta jual beli palsu yang dibuat oleh PPAT batal demi

hukum dan pejabat pembuat akta tanah di Karawang tersebut melanggar peraturan perundang-undangan

karena tidak menjalankan jabatan sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimilikinya, sehingga pejabat

pembuat akta tanah di Karawang tersebut dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam peraturan jabatan

pejabat pembuat akta tanah, kode etik pejabat pembuat akta tanah, kitab undang-undang hukum perdata,

serta kitab undang-undang hukum pidana.

......This study discusses the behavior of land deed officials (PPAT) in Karawang, who have violated and

ignored the regulations on the position of land deed officials and the code of ethics for land deed officials.

Based on this, a study was conducted on the legal consequences of the actions of the land certificate maker

official (PPAT) who made a fake sale and purchase deed and the responsibility of the land certificate maker

(PPAT) for violating the position regulations of the land certificate maker official and the code of ethics of

the land certificate maker in terms of the deed. sale and purchase which is null and void in the decision of

the Karawang District Court Number: 12/Pdt.G/2017/PN.KWG. This normative juridical research uses a

statutory approach and a case approach. The secondary data analysis was carried out qualitatively. The

results of this study are the legal consequences of a fake sale and purchase deed made by PPAT is null and

void and the land deed official in Karawang violates the laws and regulations because he does not carry out

his position in accordance with his duties and authorities, so that the land deed maker in The Karawang can

be subject to sanctions contained in the regulations for the position of the official making the land deed, the

code of ethics for the official making the land deed, the civil law code, and the criminal law code.
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